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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-problemnya,
Jhon Dewey mengatakan kebijakan pubik membahas soal bagaimana isu-isu dan
persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu
diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (dalam Wicaksono,
2006:63).
Dalam teori public policy disebutkan bahwa suatu kebijakan pemerintah
dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Permasalahannya (problem) tersebut muncul ke permukaan karena adanya
kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasi. Kebijakan publik dalam defnisi yang
terkenal dari Thomas R. Dye dalam Pasolong (2010:39) adalah apapun yang
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari pengertian tersebut
Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka
harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua
tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan
pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Disamping itu apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang
memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya
dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan James E.
Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang
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dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (dalam Sugandi,
2011:78).
Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:38) mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya
yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano
juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang
kontinue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya
dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam
pemerintahan.
Sedangkan menurut William N. Dunn dalam Pasolong (2010:39) adalah
kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan
yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang
menyangkut tugas pemerintahan. Rs. Parker dalam Kusumanegara (2010:4)
mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian
prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam
hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis.
Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:4) mendefinisikan
kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang
ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik. Kemudian Eulau dan
Prewitt mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan
dengan konsistensi dan pengulangan tingkahlaku dari mereka yang membuat dan
dari mereka yang memahami keputusan tersebut. (dalam Agustino, 2008:7).
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Edward dan Sharkey (dalam Kusumanegara, 2010:4) mendefinisikan
kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup:
tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat dan peraturan.
Sedangkan menurut Robert Eyestone membuat definisi yang sangat luas yaitu,
bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan
lingkungannya.
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang
pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk
mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan
itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. (dalam Budiardjo, 2008:20).
Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang
memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
(dalam Wibawa, 2011:2). Wilson dalam Wayne Parsons menurutnya kebijakan
adalah sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik
yang memiliki perbedaan makna dengan administrasi. (dalam Sugandi, 2011:68)
Dari pendapat tersebut, sebenarnya kebijakan dapat dikelompokkan
kedalam sepuluh kelompok yang berkaitan dengan kebijakan. Hal ini disebutkan
oleh Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan”
dalam pengertian modern:
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a. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu yang
dilakukan oleh pemerintah (Policy as a label for a field of ativity);
b. Kebijakan sebagai suatu pernyataaan mengenai tujuan umum atau keadaan
tertentu yang dikehendaki (Policy as an expression of general purposes or
desired state of affairs);
c. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (Policy as a specific
proposal);
d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (Policy as a decisions of
government);
e. Kebijakan sebagai suatu pengesahan formal (Policy as a formal
authorization);
f. Kebijakan sebagai sebuah program (Policy as programmed);
g. Kebijakan sebagai output (Policy as output);
h. Kebijakan sebagai hasil (Policy as outcomes);
i. Kebijakan sebagai teori atau model (Policy a a theory or model);
j. Kebijakan sebagai sebuah proses (Policy as a process).
Sepuluh pengelompokan tersebut menerangkan kondisi dari suatu keadaan
dalam penggunaan istilah kebijakan. Hal ini membuat kebijakan dapat ditinjau
melalui dimensi historis dan membuat kita menyadari bahwa kebijakan memiliki
fokus yang berbeda (dalamWicaksono, 2006: 55).
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Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan
beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Kebijakan
publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran
strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik
dalam Sugandi (2011:78). Menurut Bridman dan Davis dalam Wicaksono
(2006:65) ada lima karakteristik kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik
pada umumnya memiliki tujuan yang didesaian untuk dicapai atau tujuan yang
dipahami. Kedua, kebijakan publik juga melibatkan keputusan beserta dengan
konsekuensinya. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya terstruktur dan tersusun
menurut aturan tertentu. Keempat, kebijakan publik pada hakikatnya adalah
politis. Kelima, kebijakan publik bersifat dinamis.
2.2. Tahapan Proses Kebijakan
Proses pembuatan kebijakan yang bertanggungjawab ialah proses yang
melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin
organisasi profesional, para administrator, dan para politisi Don K price (dalam
Wahab, 2012:72). (Amitai Etzioni dalam Wahab, 2012:72) juga menjelaskan
bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat
yang acapkali masih kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan
tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam
komitmen-komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-
tujuan yang konkret.
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Disamping itu proses pembuatan kebijakan memerlukan rasa
tanggungjawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan
resiko. Oleh karena itu, banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan
ke dalam beberapa tahap. Adapaun proses pembuatan kebijakan publik menurut
Dunn (2000:24) dapat dilihat sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda: Pada tahap ini adalah tempat dimana para masalah
disaring atau dipilih kira-kira masalah mana yang pantas diagendakan untuk
dijadikan masalah publik, masalah yang kira-kira paling penting haruslah
menjadi prioritas.
2. Formulasi Kebijakan: Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk
mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
ekskutif keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
3. Adopsi Kebijakan: Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan
peradilan.
4. Implementasi Kebijakan: Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan
manusia.
5. Penilaian Kebijakan: Unit-Unit pemeriksaan dan akuntansi dalam
pemerintahan menetukan apakah badan-badan ekskutif, legislatif dan
Yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan
kebijakan dan pencapain tujuan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran
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atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan
publik telah meraih dampak yang diinginkan.
Gambar 2.1
Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Dunn, 2000: 25)
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Penilaian Kebijakan
Sumber: William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terj.
Muhadjir Darwin) Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 2000 hlm 25.
Sementara itu, dengan penjelasan Ripley dalam Kusumanegara (2010: 10-
14) memberikan peumusan yang lebih mendalam dan terperinci mengenai tahapan
kebijakan yang juga dikelompokkan dalam limatahapan sebagai berikut:
1. Tahapan penyusunan Agenda
Merupakan suatu tahap keputusan masalah yang menjadi perhatian pemerintah
untuk dibuat menjadi kebijakan. Bahwa pemerintah dihadapkan pada berbagai
Perumusan Masalah
Peramalan
Rekomendasi
Pemantauan
Penilaian
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masalah yang ada disekitarnya. Untuk itu, pada saat tertentu pemerintah harus
memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan publik.
2. Formulasi dan Legitimasi
Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut diambil dari berbagai
alternatif yang ada. Pada tahap itu, masing-masing aktor akan “bermain”
untuk mengusulkan pemecahan masalah yang tepat.
3. Implementasi Program
Setelah formulasi dan legitimasi dapat dipenuhi maka program harus
dilaksanakan. Agar program dapat berjalan, maka dibutuhkan hukum. Karena
adanya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk saling bersaing
terhadap pelaksanaan program tersebut.
4. Evaluasi Implementasi
Tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan baik dari proses
maupun dampaknya. Penilaian-penilaian ini terjadi secara konstan oleh para
pegawai pemerintah, kelompok kepentingan, wakil-wakil rakyat, para peneliti
dalam lembaga pemerintahan maupun diluar lembaga itu.
5. Keputusan
Dimana tahap ini menentukan keputusan dari masa depan program dan
kebijakan yang dibentuk. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Jika dianggap
perlu maka menjadi agenda kebijakan dan jika dianggap tidak relevan lagi
maka disingkirkan.
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Dalam Sugandi (2011:80-82) menjelaskan siklus kebijakan publik dimana
siklus meupakan kegiatan atas sistem yang berjalan dengan tahapan-tahapannya
sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu. Dalam kebijakan publik,
selain melihatnya melalui metode system dengan input, konversi, output, dan
feedback, kita juga dapat melihat kebijakan publik sebagai siklus atau tahapan-
tahapan yang pasti dan berulang kembali.
Gambar 2.2.
Siklus Kebijakan Publik dalam Sugandi (2011:81)
Sumber: Yogi Suprayogi Sugandi, Administrasi Publik: Konsep Dan
Perrkembangan Ilmu Di Indonesia Edisi Pertama Yogyakarta. Graha Ilmu, 2011
hlm 81.
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Dari gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa siklus kebijakan publik selalu
berputar untuk mendapatkan kebijakan publik yang dianggap layak dan pas
menyelesaikan permasalahan yang ada di publik. Namun demikian apabila
kebijakan publik dianggap sudah tidak layak, bisa juga kebijakan tersebut
dihentikan. Dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan langkah sangat
penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah
sekedar sebuah dokumen atau harapan tidak bermakna dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik
yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri dari suatu negara
maupun dengan menggunakan dengan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi
kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara
tersebut karena tidak mampu diimplementasikan, atau bahkan tidak di
implementasikan.
2.3. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai proses, output, dan
outcome. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena
didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Menurut
James Anderson (1979) menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program
merupakan bagian dari proses administrasi (dalam Kusumanegara, 2010:97).
Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino
(2008:139) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
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bentuk undang-undang, Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai
cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Menurut Meter dan Horn (dalam Agustino 2008: 139) mendefinisikan
Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijaksanaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lester dan
Stewart (2000), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah
aturan hukum ditetapkan melalui proses politik (Kusumanegara, 2010:97).
Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Grindle (dalam
Pasolong, 2010:57-58) bahwa implementasi adalah suatu proses yang penuh
dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat
mungkin mempengaruhinya. Udoji dalam Wahab (2012:126) implementasi
kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana
bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Dari definisi lainnya mengenai implementasi menurut Pressman dan
Wildavsky (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:20) memaknai bahwa
implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu: Pertama, implementasi
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untuk menjalankan kebijakan (to carry out). Kedua, implementasi untuk
memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to
fulfiill). Ketiga, implementasi untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan
dalam tujuan kebijakan (to produce). Keempat, implementasi untuk
menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).
2.4. Model Implementasi Kebijakan Publik
a. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Pada model ini proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau
performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja
dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang
berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini juga mengandaikan
bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang
tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut van
Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan
memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana
kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal
untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit merealisasikan
kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
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2. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia
merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu
keberhasilan proses implementasi. Ada tiga sumberdaya yang saling
berkaitan satu sama lainnya yaitu: sumberdaya manusia, sumberdaya
finansial dan sumberdaya waktu. Dengan tiga sumberdaya tersebut
diharapkan bisa mempermudah terealisasinya kebijakan publik.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi orgnisasi formal dan
organisasi informal yang akanterlibat pengimplementasian kebijakan
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan
sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yangtepat serta cocok dengan para
agen pelaksananya.
Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu
juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.
Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin
besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan
publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang
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dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal
betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-
pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula
sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan
kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan
kondisi lingkungan eksternal.
b. Model Merilee S. Grindle
Model yang kedua adalah Model yang dikemukan oleh Merille S. Grindle
yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel
yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mengacu kepada
muatan-muatan yang terdapat dalam kebijakan yang dihasilkan. Sedangkan,
konteks implementasinya adalah kondisi-kondisi lingkungan yang mewarnai
implementasi kebijakan.
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Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari
proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin
diraih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle,
amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan
menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Kepentingan-kepentingan Yang Mempengaruhi
Poin ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya
pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
2. Tipe Manfaat
Pada poin ini tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau
menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis
manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh
pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.
Poin ini menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau
ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai
skala yang jelas.
4. Letak Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan
penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagaian ini harus
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dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang
akan diimplementasikan.
5. Pelaksana Program
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan.Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar
dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-
sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Sementara itu konteks implementasi menurut Grindle adalah:
1. Kekuasaan Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang
Terlibat
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor
yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi
kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar
kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak akan
tercapai.
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga
berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin
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dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi
suatu kebijakan.
3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari pelaksana
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu
kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang
hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon
dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau
konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui
apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan
apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan
dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang
terjadi (dalam Agustino, 2008:156).
2.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang
Penanggulang Penyakit Menular
Di Indonesia DBD telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dimana
semakin bertambah banyaknya jumlah kasus DBD tiap tahun memberikan
dampak yang besar terhadap penurunan produktivitas masyarakat dalam
melakukan kegiatan sehari-hari. Tentu saja hal ini berimplikasi kepada semakin
meningkatnya anggaran kesehatan untuk penanggulangan penyakit DBD.
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Untuk mencegah hal tersebut semakin parah, maka kementerian kesehatan
membuat Peraturan Menteri kesehatan No.82 Tahun 2014 Tentang
Penanggulangan Penyakit  menular.  Dengan adanya PERMENKES tersebut
diharapkan dapat mengurangi tingkat jumlah kasus penderita penyakit DBD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penangglangan Penyakit Menular, penyakit menular adalah penyakit yang dapat
menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri,
jamur, dan parasit. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan
pedoman bagi masyarakat, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan sektor-sektor
terkait dalam upaya mencegah dan membatasi penyebaran penyakit, sehingga
Peraturan Menteri Kesehatan dapat tercapai.
Peraturan Menteri Kesehatan mempunyai tujuan pokok diantaranya
melindungi masyarakat dari penularan penyakit menurunkan angka kesakitan,
kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan mengurangi dampak sosial,
budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan
masyarakat. Langkah upaya penanggulangan penyakit menular berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehtan Nomor 82 Tahun 2014, dilaksanakan dengan cara
tepat guna oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat luas yang meliputi:
a. Promosi Kesehatan
Promosi kesehatan dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan
edukasi secara sistematis dan terorganisasi. Promosi kesehatan dilakukan untuk
tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh
masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.
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Promosi Kesehatan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan komunikasi,
informasi dan edukasi serta kegiatan konsultasi, bimbingan, dan konseling.
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan yaitu Melakukan identifikasi
masalah sesuai dengan sasaran, Menentukan jenis media penyuluhan sesuai
dengan sasaran, Menentukan materi penyuluhan pengendalian vektor,
Melaksanakan penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam rangka
pengendalian vektor khususnya tempat perindukan dan Menghimpun feed back
(umpan balik) yang diberikan oleh sasaran.
Kemudian konsultasi, bimbingan dan konseling yang dilakukan yaitu
memberitahu berbagai cara seperti cara cuci tangan pakai sabun, pemberantasan
jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga,
mengkonsumsi makanan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari,
menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi,
dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
b. Surveilans Kesehatan
Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan
terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah
kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan
penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi
guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan
efisien.
Adapun kegiatan yang dilakukan dalan surveilaans kesehatan yaitu
terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah
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dan dampaknya yaitu kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan masalah
kesehatan berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti
peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan
penanggulangan yang cepat dan tepat, dengan menggunakan teknologi surveilans
kesehatan.
Kemudian surveilans kesehatan dilakukan dengan terselenggaranya
investigasi dan penanggulangan KLB/wabah adalah suatu kegiatan untuk
memastikan adanya KLB/Wabah, mengetahui penyebab, mengetahui sumber
penyebaran, mengetahui faktor resiko dan menetapkan program penanggulangan
KLB. Penanggulangan KLB/wabah adalah suatu kegiatan yang bertujuan
menangani penderita, mencegah perluasan KLB/wabah, mencegah terjadinya
penderita/kematian baru pada saat terjadinya KLB/wabah.
c. Pengendalian Faktor Resiko
Pengendalian faktor risiko ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan
cara: a.) Melakukan kegiatan perbaikan kualitas media lingkungan meliputi
perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak
menjadi tempat berkembangnya agen penyakit. Perbaikan kualitas media
lingkungan dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap
media lingkungan. b.) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
dilakukan dengan kegiatan Investigasi rumah/ bangunan dan lingkungan yang
potensial jentik diwilayah kerja melalui survey lingkungan, sosekbud, dan survey
entomologi, Menentukan jenis pengendalian vektor sesuai dengan permasalahan
di wilayah kerja, dan Melakukan pemberantasan vektor sesuai dengan jenisnya.
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d. Penemuan Kasus
Penemuan kasus dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit
termasuk agen penyebab penyakit. Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit
termasuk agen penyebab penyakit juga dilakukan dengan cara petugas kesehatan
datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat,
untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus. Penemuan kasus secara pasif
terhadap penyakit termasuk agen penyebab dilakukan melalui pemeriksaan
penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Dari penjabaran diatas setidaknya dalam PERMENKES tersebut ada
empat upaya penanggulangan penyakit menular khususnya penyakit Demam
Berdarah Dengue antara lain: Promosi Kesehatan, Surveilans Kesehatan,
Pengendalian Faktor Risiko dan Penemuan Kasus. Dari empat upaya tersebut
yang telah dilakukan diharapkan dapat menekan jumlah kasus kejadian DBD di
Indonesia.
2.6. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Berdasarkan Dinas
Kesehatan Kota Pekanbaru Bidang Promkes TA. 2015
Demam Berdarah adalah penyakit yang disebarkan oleh virus Dengue dan
ditularkan melalui gigitan nyamuk Demam Berdarah (Aedes aegypti). Demam
berdarah dapat menyebabkan kematian. Demam Berdarah berkembang biak di
tempat-tempat penampungan air bersih di dalam rumah maupun di sekitar
lingkungan kita seperti:
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- Bak Mandi/WC, tempayan, drum;
- Tempat minum burung, vas bunga atau pot tanaman air;
- Kaleng bekas, ban bekas, botol, tempurung kelapa dan plastik yang dibuang di
sembarangan tempat;
- Talang air yang rusak, dan saluran air hujan yang tidak lancer;
- Pagar atau potongan bamboo yang berlobang.
Ciri-ciri Nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut:
- Nyamuk Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran sedang dengan tubuh
berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-
garis putih keperakan;
- Dibagian punggung (dorsal) tubuhnya tampak dua garis melengkung vertical
di bagian kiri dan kanan yang menjadi diri dari spesies ini.
Cara penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yaitu:
1. Nyamuk ini mendapat virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah
orang:
- Yang sakit DBD atau;
- Yang tidak sakit DBD tetapi dalam darahnya tedapat virus Dengue (karena
orang ini memiliki kekebalan terhadap virus dengue);
- orang yang mengandung virus dengue tetapi tidak sakit, dapat pergi
kemana-mana dan menularkan virus itu kepada orang lain di tempat yang
ada nyamuk Aedes aegypti.
2. Virus dengue yang terhisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh
tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya.
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3. Bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus itu
akan dipindahkan bersama liur nyamuk.
4. Bila orang yang ditulari itu tidak mmiliki kekebalan (umumnya anak-anak), ia
akan segera menderita Demam Berdarah Dengue (DBD).
5. Nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung virus dengue, seumur
hidupnya dapat menularkan kepada orang lain.
Dalam darah manusia, virus dengue akan mati dengan sendirinya dalam
waktu lebih kurang 1 minggu. Adapun gejala Demam Berdarah Dengue (DBD)
yaitu:
1. Demam tinggi selama 2-7 hari disertai kurang nafsu makan, nyeri pada
persendian, serta sakit kepala.
2. Terjadi pendarahan berupa:
- Bintik-bintik merah pada kulit;
- Mimisan;
- Muntah darah dan berak darah.
3. Nyeri perut (ulu hati) tapi tidak ada gejala kuning.
4. Terjadi syok atau pingsan pada hari ke-3 sampai hari ke-7 secara berulang-
ulang. Tanda-tanda syok adalah sebagai berikut:
- Lemah;
- Kulit dingin;
- Basah;
- Tidak sadar.
Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui 3 M Plus yaitu:
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1. Menguras tempat penampungan air yang terdapat dalam rumah dan sekitar
seperti bak mandi, tempayan, ember, vas bunga, tempat minum burung, dll
agar jentik nyamuk Aedes aegypti mati.
2. Menutup semua wadah air agar nyamuk Aedes aegypti tidak dapat masuk dan
betelur.
3. Mengubur dan memusnahkan barang bekas yang ada di sekitar rumah kita
yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas kaleng bekas, dll agar
tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti.
4. Menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk,
kelambu, dll.
2.7. Penelitian Terdahulu
1. Seno, Ramadhani Haryo, 2012, “Implementasi Kebijakan Pengendalian
Penyakit Demam Berdarah Dengue di DKI Jakarta”.
Hasil penelitian : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah dengue
di DKI Jakarta menggunakan model yang dikemukan oleh Merilee S.
Grindle (1980) yaitu dilihat dari isi kebijakan dan konteks implementasi
kebijakan sebagai acuannya. Dilihat dari hasil penelitian implementasi
kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah dengue di DKI
Jakarta berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi isi
kebijakan terpenuhinya kepentingan pemerintah daerah, masyarakat
merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya perubahan yang
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diharapkan, dan terpenuhinya sumber daya-sumber daya yang
mendorong kebijakan secara efektif. Namun demikian masih terdapat
beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu dari
dimensi isi kebijakan komitmen dari pelaksana elemen kedinasan mash
kurang dan masih rendahnya kesadaran msyarakat untuk mau lebih
peduli akan pentingnya kesehatan terutama dalam pengendalian penyakit
DBD. Dari dimensi konteks implementasinya kerjasama dengan pihak
swasta masih kurang, masih kurangnya promosi dan sosialisasi kepada
masyarakat, minimnya edukasi yang diberikan kepada Jumantik dan
penerapan sanksi yang belum dilaksnakan.
2. Pramudita, Arina, 2012. “Analisis Implementasi Kebijakan
Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) di Dinas
Kesehatan Kota Semarang”.
Hasil penelitian : Implementasi kebijakan pengendalian penyakit DBD
di Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah berjalan. Hal ini dibuktikan
dengan menurunnya kasus DBD di kota Semarang sebanyak 72% dari
yang ditargetkan yaitu sekitar 50%. Implementasi kebijakan
pengendalian DBD sudah sesuai dengan teori Riant Nugroho yaitu
“empat tepat” dalam rangka keefektifan implementasi kebijakan.
Komunikasi yang dilakukan intern di Dinas Kesehatan Kota juga sudah
berjalan dengan adanya pertemuan rutin seminggu sekali dan rapat
koordinator 6 sampai 10 kali per tahun. Sedangkan komunikasi dengan
puskesmas dilakukan hampir setiap hari dan adanya rapat koordinator 2
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minggu sekali. Sumber daya manusia dari segi kuantitas cukup tapi
masih kurang ideal dan dari segi kualitas kurang adanya pelatihan.
Sumber daya dana, jumlahnya masih kurang. Disposisi dalam hal ini
komitmen yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota sudah cukup baik. Hal
ini dibuktikan Dinas Kesehatan Kota memiliki keterlibatan yang sangat
besar dan sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengendalian DBD.
Dinas Kesehatan Kota juga sudah menyediakan fasilitas penunjang
walaupun jumlahnya masih kurang. Dalam pelaksanaannya, Dinas
Kesehatan Kota sudah memiliki SOP atau pedoman pelaksanaan
kegiatan pengendalian DBD. Untuk struktur organisasi, tidak ada
struktur organisasi khusus dan hanya mengikuti kedinasan.
2.8. Pandangan Islam Terhadap Kebijakan
Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan
kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial budaya,
politik pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kelengkapan ajarannya telah
mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan pembangunan intelektual
dan kultural, sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.
Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas
dari islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar
kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua
telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak
mengikutinya.
39
Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu
apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan
atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan
hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak
dilaksanakan.
Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu memilih
dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Disamping itu, Al-
Qur’an juga menyoroti mengenai kebijakan pemerintah. Allah menyuruh berlaku
adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri oleh karenanya, pemerintah
dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dituntut berlaku seadil-adilnya, tanpa
ada unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pada hakikatnya semua yang
berkaitan dengan kebijakan pemerintah hendaknya semata-mata untuk
kemakmurkan dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an,
surat an-Nisa’/4 ayat 135:
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu
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sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar
dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang
dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain
daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak
bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
2.9. Definisi Konsep
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penafsiran konsep-konsep
yang terdapat dalam tulisan ini, maka dimasukkan beberapa batasan yang
berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep
merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian
berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian
berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:
a. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud
dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau
sekelompok aktor.
b. Implementasi kebijakan adalah tindakan, pelaksanaan atau penerapan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Definisi
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lainnya mengenai implementasi adalah merealisasikan sebuah pernyataan
menjadi sebuah kenyataan.
c. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang
mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk
menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan
kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak
meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan
kejadian luar biasa/wabah.
d. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang
disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
e. Pengendalian adalah suatu usaha untuk mengekang suatu hal dengan
pengaturan sumber daya, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai
dengan cara membandingkan antara usaha dengan suatu standar tertentu
yang telah ditetapkan.
f. Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah infeksi yang disebabkan oleh
virus dengue. Nyamuk atau/ beberapa jenis nyamuk menularkan (atau
menyebarkan) virus dengue.
2.10. Konsep Operasional
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis mengacu pada
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun  2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular yang meliputi 6 (enam) indikator serta sub
indikatornya sebagai berikut:
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Tabel 2.1.
Konsep Operasional
VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR
Implementasi
Kebijakan
Pengendalian
Penyakit Demam
Berdarah Dengue
(DBD) di Kota
Pekanbaru
1. Promosi Kesehatan
2. Surveilans Kesehatan
3. Pengendalian Faktor
Risiko
4. Penemuan Kasus
a. Kegiatan penyuluhan dengan
metode komunikasi, informasi dan
edukasi secara sistematis dan
terorganisasi.
b. Kegiatan konsultasi,  bimbingan
dan konseling untuk tercapainya
perubahan perilaku pada
masyarakat umum yang dilakukan
oleh masyarakat.
a. Kegiatan penyelanggaraan
kewaspadaan dini terhadap
kemungkinan terjadinya KLB atau
wabah dan dampaknya.
b. Kegiatan penyelenggaraan
investigasi dan penanggulangan
KLB atau wabah.
a. Kegiatan  memperbaiki kualitas
media lingkungan.
b. Kegiatan pengendalian vektor dan
binatang pembawa penyakit.
a. Kegiatan petugas kesehatan datang
langsung ke masyarakat dengan
atau tanpa informasi dari
masyarakat untuk mencari dan
melakukan identifikasi kasus.
b. Kegiatan pemeriksaan penderita
penyakit menular yang datang
kefasilitas pelayanan  kesehatan.
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
2.11. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek
prmasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat
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dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai tertera
pada gambar di bawah ini:
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
Implementasi Kebijakan
berupa pengendalian penyakit
Demam Berdarah  Dengue
(DBD)
1. Promosi Kesehatan
2. Surveilans Kesehatan
3. Pengendalian Faktor Risiko
4. Penemuan Kasus
Keberhasilan
Implementasi
Kebijakan
